ABSTRAK

Nur Janah. 180102010260. Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:
32/Pdt.G/2020/PTA.Smd), Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (1)
Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Analisis, Putusan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kejelasan aturan atas
permasalahan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah kematian salah satu
pasangan, yaitu melalui SEMA No. 2 Tahun 2019. Namun terdapat perbedaan
implementasi antara peraturan tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. Dalam peraturan SEMA No. 2 Tahun
2019 huruf (e) menyatakan jika perkawinan yang akan dibatalkan telah putus maka
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan putusan PTA Samarinda
tetap mengabulkan gugatan Pembanding.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam putusan
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. (2) Untuk
mengetahui putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan setelah kematian
suami  dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:
32/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum
yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini ialah (1) Pertimbangan Majelis Hakim
tingkat banding ialah menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidaklah daluwarsa,
sehingga membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh Terbanding. Bahwa menurut
penulis hal itu tidak sejalan dengan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 huruf (e). (2)
Putusan Hakim dalam perkara ini ialah mengabulkan gugatan Pembanding serta
membatalkan perkawinan antara Terbanding dengan almarhum suami Pembanding.
Bahwa menurut penulis putusan tersebut adalah tidak tepat karena keliru dalam
pertimbangan hukumnya.



